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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi 

itu adalah sebagai berikut. 

4. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka danha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‟ koma terbalik (di atas)„ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

    
5. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang 

 ā = آ  a = أ

 ī = إي ai  = أي i = إ

 ū = أو au =  أو u = أ

 

6. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh: 

 ditulis  mar’atun jamīlah مرأة جميلت 

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 
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Contoh: 

 ditulis  fātimah    فا طمت 

7. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis rabbanā  ربنا 

 ditulis al-barr  البر 

8. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis asy-syamsu  الشمس 

 ditulis  ar-rojulu  الرجل 

 ditulis as-sayyidinah  السيدة 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ditulis al-qamar  القمر 

 ’ditulis al-badi  البديع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل 

9. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah 

itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/. 

Contoh: 

 ditulis umirtu  أمرث 

 ditulis  syai’un  شيء  
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MOTTO 

 

Fokus kan lah energi mu untuk hal – hal yang 

membuat mu bergerak maju walaupun hanya 

setengah jengkal. 
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ABSTRAK 

 

Hidayat, Aalfin. 2021. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murâbahah Bagi 

Nasabah Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Piutang 

Murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Pekalongan. Pembimbing Uswatun Khasana M.SI. Penyelesaian sengketa piutang 

pada pembiayaan murâbahah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang murâbahah bagi 

Nasabah Tidak Mampu Membayar. Seharusnya KSPPS BMT Mitra Umat 

Pekalongan yang merupakan lembaga keuangan syariah, patuh pada peraturan 

hukum yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tentang penyelesaian 

sengketa piutang pada pembiayaan murâbahah karena nasabah tidak mampu 

membayar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktek 

penyelesaian sengketa piutang murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang 

Wetan Pekalongan dan menganalisis secara rinci apakah fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang murâbahah 

bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar terimplementasi dengan praktek tersebut. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang mana 

objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok 

manyarakat. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu 

menggunakan metode deskriptif analisis, penulis menggunakan cara ini karena 

ingin memaparkan data yang terkumpul untuk kemudian di ambil kesimpulan.  
 

Hasil penelitian  memaparkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang murâbahah bagi 

Nasabah Tidak Mampu Membayar tidak sepenuhnya terimplementasi, ada satu 

bagian fatwa yang berisi tentang kesepakatan harga jual barang jaminan yang 

digunakan untuk membayar utang, tidak sesuai dengan prakteknya karena 

disebabkan pihak KSPPS BMT Mitra Umat tidak menyepakati harga barang 

jaminan tersebut dengan nasabah. 

 

Kata Kunci: murâbahah, piutang, nasabah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi islam berperan sebagai alternatif dalam kegiatan 

bermuamalah di bidang ekonomi, yang sistemnya mewajibkan umat 

muslim untuk secara halal dalam bertransaksi, sehingga menghindari 

sistem riba dan gharar. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan 

lembaga yang operasional nya sesuai dan berlandaskan prinsip syariah, 

sehingga memudahkan umat muslim dalam melakukan kegiatan 

bermuamalah. 

Lembaga keuangan syariah (LKS) dituntut harus mematuhi aturan 

syariah dan tidak boleh menyimpang. Maka dari itu, setiap Lembaga 

keuangan syariah (LKS) selalu di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). Di Indonesia perkembangan  lembaga keuangan syariah (LKS) 

terjadi sangat pesat, dan berkembang menjadi beberapa bentuk, KSPPS 

BMT Mitra Umat adalah salah satunya. 

KSPPS BMT Mitra Umat merupakan lembaga keuangan mikro 

islam yang bukan bank dan memiliki peranan secara langsung guna 

bersentuhan dengan kesejahteraan perekonomian masyarakat dan 

kesejahteraan perekonomian anggotanya sendiri. KSPPS BMT Mitra Umat 

menjadi sarana yang paling efektif dalam membantu masyarakat kaum 

menengah, karena golongan masyarakat tersebut sangat dekat dengan 
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usaha mikro yang kemungkinan perlu suntikan dana, dan KSPPS BMT 

Mitra Umat hadir sebagai solusi di tengah masyarakat sebagai penyuntik 

dana tersebut. 

Ada berbagai macam bentuk pembiayaan di KSPPS BMT Mitra 

Umat Pekalongan , salah satu nya adalah pembiayaan dengan akad 

murâbahah. Sistem pembayaran di pembiayaan akad murâbahah di 

Koperasi ini adalah dengan menggunakan sistem angsuran. Setiap 

bulannya nasabah membayar tagihan bulanan kepada pihak koperasi. 

Namun tidak semua pembayaran berjalan lancar. Dalam satu tahun ada 

lebih dari tiga kasus nasabah yang mengalami gagal bayar atau nasabah 

tidak mampu membayar.
1
 Dalam hal ini, nasabah tidak memenuhi 

kewajibannya sehingga terjadi sengketa antara pihak koperasi dan 

nasabah. Sehingga pihak koperasi harus mengambil tindakan untuk 

menyelesaikan sengketa piutang dalam pembiayaan murâbahah dengan 

nasabah. 

Penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan murâbahah di 

atur dalam FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL Nomor 47/DSN-

MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang murâbahah bagi Nasabah 

Tidak Mampu Membayar. Jika dilihat secara konsep operasioal nya, 

seharusnya pihak koperasi ini yang merupakan lembaga keuangan syariah, 

patuh pada peraturan hukum yang di keluarkan oleh Dewan Syariah 

Nasional. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa piutang pada 

                                                           
1
 Mahmudah, Pimpinan kantor cabang panjang KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, Wawancara 

Pribadi, Pekalongan 1 Mei 2021 
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pembiayaan murâbahah karena nasabah tidak mampu bayar harus 

berlandaskan fatwa di atas dan tidak boleh menyimpang. murâbahah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan penulis diatas, maka penulis 

ingin mengetahui apakah penyelesaian sengketa piutang pembiayaan 

murâbahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 

sudah sesuai atau belum dengan fatwa yang mengatur, sehingga 

diperlukan kajian lebih lanjut di lapangan untuk menganalisis hal tersebut. 

Oleh karena itu, fokus penelitian yang ingin diambil penulis adalah 

menganalisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 

47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murâbahah bagi 

nasabah tidak mampu membayar dalam penyelesaian sengketa piutang 

pada pembiayaan murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. 

B. Rumusan Masalah 

Uraian latar belakang diatas membuat penulis merumuskan hal – 

hal berikut yang menjadi masalah dalam penelitian, yaitu; 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa piutang pada 

pembiayaan murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat  

Pekalongan? 

2. Bagaimana implementasi  fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 

Murâbahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam 

penyelesaian sengketa piutang murâbahah di KSPPS BMT 

Mitra Umat Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penyelesaian 

sengketa piutang pada pembiayaan murâbahah di KSPPS BMT 

Mitra Umat Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi  fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang 

Penyelesaian Piutang Murâbahah bagi Nasabah Tidak Mampu 

Membayar dalam penyelesaian sengketa piutang Murâbahah di 

KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan terciptanya penelitian yang penulis buat ini, semoga dapat 

membantu menambah bidang pengetahuan penulis, khususnya dalam 

bidang pembiayaan islam yaitu murâbahah, serta penulis dapat 

mengetahui informasi tentang bagaimana akad murâbahah ini berjalan 

di tengah masyarakat di daerah penulis, dan di harapkan penulis dapat 

mengambil pelajaran dan ikut berkontribusi di dalamnya. 

2. Bagi KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 

Dengan adanya penilitian ini semoga dapat memberi masukan 

kepada pihak Koperasi ini sendiri mengenai beberapa akad yang di 

lakukan, terutama dalam pembiayaan murâbahah. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Dengan terciptanya penelitian ini, pennulis berharap bisa 

membantu beberapa pihak yang secara sengaja ataupun tidak sengaja 

melihat penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian yang akan 

mereka gunakan, dengan permasalahan yang serupa namun dengan 

sudut pandang yang berberda, serta menambah referensi pengetahuan 

bagi pihak – pihak yang ingin mempelajari ilmu terkait. 

E. Penelitian yang Relevan 

Peneliti melakukan penelitian dengan merujuk literatur penelitian 

terdahulu yang cukup relevan terhadap masalah yang menjadi objek 

penelitian. Agar terhindar dari penelitian yang sangat serupa atau pun  

plagiasi dengan penelitian lain, peneliti melihat kembali penelitian – 

penelitian yang dibuat sebelumnya untuk dijadikan bahan rujukan dan 

referensi. Selain itu peneliti juga membandingkan perbedaan pada 

penelitian dan ruang lingkup yang di kaji penulis dengan beberapa 

penelitian terdahulu lainnya, Ada beberapa hasil penelitian diantaranya; 

Jurnal Ecorpreneur Fakultas Ekonomi Vol. 2 No. 1 tahun 2019, 

ISSN: 2614-3968 (Cetak)/ISSN: 2615-6237 (Online). Dengan judul 

“Implementasi Akuntansi pada Akad piutang Murâbahah di KSPPS BMT 

Amana Ummah Surabaya” oleh Dewi Agustya Ningrum, Fakultas 

Ekonomi Universitas Hasyim Latif Sidoarjo. Fokus kajian penelitian ini 

adalah tentang implementasi akuntansi pada akad piutang murâbahah 
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dengan berlandaskan PSAK no 102.
2
  Kesimpulan penelitian ini adalah 

akad piutang murâbahah di KSPPS BMT Amana Ummah Surabaya jika 

dikaitkan dengan PSAK 102 jawabannya belum sesuai. Sesuatu yang 

membedakan dengan fokus penelitian penulis yaitu, implementasi yang 

digunakan adalah implementasi Akuntansi berdasarkan PSAK no. 102, 

sementara di penelitian penulis implementasi yang digunakan adalah fatwa 

terkait 

Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 2, Nomor 3, Juli 2014. Dengan 

Judul “Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah 

Terhadap Piutang Murâbahah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Ciputat)”, oleh Tri Utami dan Boedi Hasmanto, Universitas 

Pamulang. Fokus kajian penelitian ini adalah menganalisis penerapan 

pernyataan standar akuntansi keuangan terhadap piutang murâbahah. 

Kesimpulan di penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi yang di 

jalankan sudah mengacu pada PSAK no. 102, sementara di penelitian 

penulis kesuaian penyelesaian sengketa piutang murâbahah yang terjadi 

dicocokan dengan fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005. 

Jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 1, Juni 

2016. Dengan judul “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Pada Lembaga Perbankan Syariah” oleh Muhamad Turmudi, Dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Fokus kajian penelitian 

                                                           
2
 PSAK 102: mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 

murâbahah, dan diterapkan untuk, 1) LKS dan koperasi syariah yang melakukan transaksi 

murâbahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan 2) Pihak – pihak yang melakukan transaksi 

murâbahah dengan LKS atau koperasi syariah. 
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ini adalah tatacara yang harus ditempuh LKS untuk menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah pada LKS dan manajemen untuk menghindari 

terjadi nya piutang atau gagal bayar. Kesimpulan penelitian ini adalah, 

solusi paling ampuh untuk memanajemen pembiayaan bermasalah yaitu 

menggunakan metode standar pengendalian resiko dengan meneliti latar 

belakang calon nasabah. Sesuatu yang membedakan dengan fokus 

penelitian penulis yaitu, di penelitian ini kajian fokus pada cara agar 

terhindar dari piutang dan ulasan penyelesaian nya. Di penelitian penulis, 

penelitian fokus pada implementasi fatwa terhadap penyelesaian sengketa 

piutang pada pembiayaan murâbahah di Koperasi Simpan Pinjam Baitul 

Ma’al Tamwil Mitra Umat (KSPPS BMT Mitra Umat). 

Skripsi dengan judul “Strategi Pengelolaan Piutang Murâbahah 

Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS Koppas Tanah Abang 

dan BMT Ta’awun Cipulir” oleh Uswatun Hasanah, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Fokus kajian penelitian ini adalah mencari strategi 

pengelolaan dan pengendalian piutang murâbahah di dua BMT yang 

berbeda dengan menggunakan analisis komparatif,
3
 serta faktor yang 

mendukung, menghambat dan perlakuan akuntansi murâbahah di kedua 

BMT tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi yang di lakukan 

kedua BMT tersebut adalah Restrukturing, Rescheduling, Remidial dan 

Write off.  Kedua BMT memiliki faktor yang berbeda yang menjadi sebab 

penghambat penagihan piutang murâbahah. Sesuatu yang membedakan 

                                                           
3
 Menurut Hasan (2002: 126-127) analisis komparatif adalah prosedur statistik guna menguji 

perbedaan diantara dua variabel atau lebih. 
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dengan fokus penelitian penulis yaitu, penelitian ini fokus pada 

manajemen penyelesaian piutang di kedua BMT dengan menggunakan 

analisis komparatif, sedangkan di penelitian penulis, penelitian fokus pada 

implementasi fatwa terhadap penyelesaian sengketa piutang murâbahah. 

Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Piutang: Murâbahah (Studi kasus 

tentang Putusan Pengadilan Agama Purbalingga 

Nomor:1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg)” oleh Kiki Firzianti Putri, IAIN 

Ponorogo. Fokus kajian penelitian ini adalah penulis menganalisis 

pertimbangan putusan hakim dalam perspektif HES atau Hukum Ekonomu 

Syariah nya dalam kasus piutang Murâbahah . Kesimpulan penelitian ini 

adalah Hakim kurang lengkap dalam menggali sumber hukum ekonomi 

syariah dengan putusan Nomor:1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg.. Sesuatu yang 

membedakan dengan fokus penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus 

pada sengketa wanprestasi piutang murâbahah pada kasus putusan hakim 

di Pengadilan Agama dan di implementasikan dengan hukum ekonomi 

syariah di Indonesia. Di penelitian penulis, implementasi kasus 

menggunakan fatwa DSN dan bukan merupakan kasus yang sudah terjadi 

dalam sebuah persidangan. 

Dari lima penelitian diatas, tidak ada penelitian yang menggunakan 

implementasi fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian 

sengketa piutang murâbahah. 
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F. Kerangka Teoritik 

Guna untuk menelaah, menjabarkan dan menguraikan suatu 

permasalahan, kerangka teoritik sangat diperlukan. Jalan pikiran yang 

logis dan relevan dapat diuraikan menggunakan kerangka teori, sehingga 

sebuah penelitian mampu menerangkan suatu masalah. Seirama dengan 

hal itu, sebagai analisis dalam penelitian ini maka penulis memaparkan 

beberapa teori. 

1. Pembiayaan Murâbahah 

Dalam fiqh Islam akad murâbahah tidak lepas kajiannya dengan 

sistem jual beli  (al ba’i). Al-ba’i dari segi proses akad dapat di tinjau 

menjadi beberapa bagian, murâbahah adalah salah satunya. 

Tidak ada rujukan dan referensi yang membahas secara jelas 

mengenai akad murâbahah. Di Al-Quran dan Sunnah hanya referensi 

tentang jual beli dan perdagangan secara garis besar yang ada. 

Sedangkan secara sederhana praktik murâbahah adalah akad jual-beli 

objek benda atau  barang yang harga jual di hitung dari harga beli 

ditambah keuntungan serta biaya operasional dan margin, dan 

disepakati secara sadar oleh kedua belah pihak yang bertransaksi 

secara sadar juga. Dalam akad murâbahah harga pokok barang yang di 

beli beserta keuntungannya wajib di beritahu penjual kepada pembeli 

agar proses nya transparan dan jelas. 
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2. Piutang 

Salah satu unsur dari aktiva lancar adalah piutang. Piutang timbul 

karena adanya pembayaran angsur atau kredit terhadap jual beli barang 

ataupun jasa di suatu perushaan biasaya tempo pembayaran piutang 

pada perusahan adalah selama 1 bulan sampai 3 bulan, atau 30 sampai 

90 hari.
4
 Piutang merupakan harta perusahaan yang penting, oleh 

karena itu harus di lakukan prosedur manajemen yang baik dalam 

pengelolaannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

yang dapat menimbulkan sengketa piutang antara pihak koperasi dan 

nasabah yang melakukan transaksi atau pembiayaan. 

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 

Fatwa ini, DSN menimbang bahwa pembiayaan murâbahah 

seringkali menggunakan metode secara angsur atau dicicil. Di dalam 

proses angsurannya, seringkali ada permasalahan yang membuat 

nasabah tidak mampu membayar dan terjadi sengketa piutang antara 

LKS dan nasabah. Oleh karena itu, DSN mengeluarkan fatwa untuk 

dijadikan pedoman penyelesaian sengketa piutang pada pembiayaan 

murâbahah agar sesuai prinsip syariah. 

Di dalam putusannya, fatwa ini menetapkan dua ketetapan. 

pertama, berisi tentang ketentuan penyelesaian piutang murâbahah 

yang boleh dilakukan oleh LKS. Kedua, berisi tentang ketentuan 

penutup yang menjelaskan penyelesaian lain jika tidak berhasil nya 

                                                           
4
 https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-jenis-piutang-dalam-akuntansi/ di akses: Selasa, 23 

Maret 2021. Jam 12:15 WIB. 

https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-dan-jenis-piutang-dalam-akuntansi/
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musyawarah antara LKS dan Nasabah dalam penyelesaian sengketa 

piutang murâbahah dan masa berlaku fatwa ini. 

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 17 Februari 2005, oleh 

Dewan Syariah Nasional, yang pada saat itu di ketuai oleh K.H. MA 

Sahal Mahfudh dan di tulis oleh Sekretaris Prof. Dr. H. M Din 

Syamsuddin. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang mengharuskan penulis terjun 

langsung ke lapangan, menggali informasi secara detail, melakukan 

pengamatan secara terperinci, dan mencatat atau merekap hasil 

observasi yang dilakukan, maka penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan, selain menyusun, mengkaji, mencatat, penulis juga terjun 

langsung ke KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode penelitian yang penulis gunakan untuk 

mendapatkan sumber data di penelitian ini: 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan dengan mengamati 

informasi atau kejadian yang penulis dapat.  Observasi non 

partisipan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu 

melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian tanpa terlibat 

langsung dalam proses akad. 
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b. Wawancara 

Untuk mendapatkan informasi data secara lisan, dan untuk 

memperoleh informasi yang tidak bisa kita dapatkan lewat 

pengamatan, penulis menggunakan wawancara. Penulis 

mewawancarai pimpinan dan staf. 

Berdasarkan segi pelaksanaanya, wawancara terbagi 

menjadi: 

1) Wawancara bebas, sambil mengingat data yang sudah di 

kumpulkan, pewawancara boleh menanyakan apa saja. 

2) Wawancara terpimpin, yaitu sederet pertanyaan lengkap dan 

rinci di bawa oleh pewawancara yang kemudian di tanyakan 

kepada narasuber. 

3) Wawancara bebas terpimpin yaitu jika wawancara bebas di 

kolaborasi dengan wawancara terpimpin maka akan tercipta 

wawancara ini. sehingga melahirkan sebuah harmoni yang 

memunculkan suatu fleksibilitas dalam sebuah wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari 

data di lapangan seperti mencari catatan, transkip dan dokumen. 

Beberapa dokumen – dokumen yang dinilai resmi akan 

diumpulkan penulis yaitu berupa Catatan dan dokumen serta 

pendukung lainnya yang saling berkaitan. 
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3. Sumber Data 

Ada dua macam sumber data yang nantinya akan menjadi bahan 

penulis untuk penulisan penelitian ini: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang diambil secara langsung dari objek yang 

diamati atau sumber yang di amati secara langsung. Yang termasuk 

sumber data primer di penelitian ini yaitu  wawancara langsung 

kepada pimpinan dan Staf karyawan, dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian 

Piutang Murâbahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data yang di ambil secara tidak langsung, seperti memperoleh 

data yang sudah ada sebelumnya atau mengutip literatur, 

merupakan sumber data sekunder. Yang akan dijadikan sumber 

data sekunder adalah, arsip dokumen  yang terkait dalam 

penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Dengan cara mengambil kesimpulan dari pemaparan data tentang 

prosedur kerja yang sudah di analisis, maka metode yang di ambil 

penulis adalah metode deskriptif analisis. Penulis menggunakan cara 

ini karena ingin memaparkan data yang terkumpul untuk kemudian di 

ambil kesimpulan.  Penulis akan terjun langsung ke lapangan yang 

mana nantinya akan mengamati, menganalisis, mempelajari, 
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menerjemahkan serta mengambil kesimpulan dari kejadian yang ada di 

lapangan. Penulis juga mengambil kesimpulan dengan pola pikir 

induktif yang nantinya penulis akan merangkum hal – hal yang bersifat 

khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian 

yang Relevan, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II berisi sengketa piutang Murâbahah, yang meliputi teori 

lengkap mengenai akad murâbahah, menjelaskan secara rinci konsep 

piutang dan sengketa piutang beserta faktornya dan isi dari fatwa DSN-

MUI no. 47/DSN-MUI/II 2005 Tentang Penyelesaian Piutamg Murâbahah 

bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. 

  Bab III berisi Penyelesaian sengketa piutang murâbahah di KSPPS 

BMT Mitra Umat Pekalongan, yang meliputi  gambaran umum KSPPS 

BMT Mitra Umat Pekalongan yang didalamnya berisi profil lengkap 

KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan dan di bagian kedua ada praktik 

penyelesaian sengketa piutang murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat 

Pekalongan 

Bab IV berisi Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 

Murãbahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam Penyelesaian 
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Sengketa Piutang Murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, 

yang meliputi analisis mekanisme penyelesaian piutang murâbahah dan 

analisis mengenai implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 

47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murâbahah bagi 

Nasabah Tidak mampu membayar terhadap penyelesaian sengketa piutang 

dalam pembiayaan murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. 

Bab V berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran penulis. 

Memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan dari pembahasan 

masalah yang telah dibahas dari awal sampai akhir dan memberikan 

masukan yang bermanfaat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah 

diperoleh dan di paparkan pada bab – bab sebelumnya penulis menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan murâbahah yang terjadi di KSPPS BMT Mitra Umat 

Pekalongan  ditangani dengan metode yang berlandaskan sistem 

kekeluargaan serta mengikuti pedoman yang dibuat dalam surat 

perjanjian antara nasabah dan pihak KPPS ketika melakukan akad. 

Penyelesaian sengketa piutang murâbahah di KSPPS BMT Mitra 

Umat berawal dari bilamana nasabah tidak membayar angsuran selama 

tiga bulan berturut – turut dan kemudian  petugas bagian pembiayaan 

datang ke rumah nasabah untuk melakukan negosiasi  terkait 

pelunasan utang sebagai bentuk tindakan penanganan sengketa oleh 

KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan. Perundingan dilakukan dengan 

memberikan jangka waktu satu bulan pelunasan, setelah diberi jangka 

waktu satu bulan nasabah belum melunasi utangnya maka barang 

jaminan tersebut akan di jual, yang nantinya uang hasil penjualan  

barang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang nasabah dan 

sisanya dikembalikan kepada nasabah. Namun tidak terjadi 

kesepakatan harga penjualan barang jaminan dengan alasan pihak 
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KSPPS BMT Mitra Umat tidak bisa memperkirakan akan laku berapa 

barang jamianan tersebut nantinya. 

2. Proses penyelesaian sengketa piutang murâbahah di Koperasi ini 

mengalami sedikit ketidaksesuaian dengan isi putusan Fatwa DSN 

MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 

Murâbahah bagi nasabah tidak mampu membayar, yaitu pada hasil 

putusan poin a. Dalam poin a. menjelaskan bahwa penjualan jaminan 

untuk melunasi utang nasabah harus terjadi kesepakatan harga jual 

antara nasabah dan pihak koperasi, namun praktek yang terjadi adalah 

harga jual barang tersebut tidak bisa disepakati di awal karena 

kalkulasi dari nominal hasil jual barang tidak bisa diperkirakan dan 

akan di beritahukan kepada nasabah oleh pihak Koperasi setelah 

barang tersebut berhasil di jual, sementara ke empat poin lainnya 

mengalami kecocokan sehingga dapat di estimasi jika 5 (lima) poin 

putusan penyelesaian sengketea piutang murâbahah sesuai maka 

hasilnya 100% (seratus persen) cocok dengan fatwa, tapi ada 1 (satu) 

poin yang tidak sesuai, berarti fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-

MUI/II/2005 Tentang Penyelsaian Piutang Murâbahah dengan 

penyelesaian sengketa piutang murâbahah bagi nasabah tidak mampu 

membayar di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 80% (delapan 

puluh persen) sudah terimplementasi. 
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B. Saran 

1. Pihak Koperasi ini seharusnya lebih menekankan pasal dalam fatwa 

DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelsaian Piutang 

Murâbahah dengan penyelesaian sengketa piutang murâbahah bagi 

nasabah tidak mampu membayar di Koperasi ini agar terimplementasi 

penuh. Karena Fatwa DSN MUI sendiri merupakan pedoman langsung 

yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengatasi 

permasalahan syariah yang berlaku di Indonesia 

2. Agar tidak terjadi hal yang serupa perlu diadakan adanya upaya 

edukasi kepada nasabah tentang apa sebenarnya pembiayaan 

murâbahah itu, baik itu anggota ataupun pengurus. Sehingga nasabah 

atau calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tahu betul 

seluk beluk mengenai akad pembiayaan murâbahah dan resiko 

penangannya jika terjadi sengketa piutang, hal ini juga diharapkan 

dapat melatih kesadaran nasabah tentang apa itu akad murâbahah dan 

prinsip syariah yang mengaturnya, sehingga tujuan terbentuknya 

KSPPS BMT Mitra Umat sendiri yang di jelaskan di bagian sejarah, 

yaitu agar ada pembiayaan yang bebas riba dapat terealisasikan dengan 

baik. 
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Lampiran 1: Panduan Wawancara 1 

1. Dalam satu tahun, ada berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan 

murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan? 

2. Bagiamana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS 

BMT Mitra Umat Panjang Wetan? 

3. Dimana saja domisili nasabah yang mengajukan pembiayaan murâbahah? 

4. Dalam satu tahun, rata – rata ada berapa sengketa piutang murâbahah 

yang sampai ditangani oleh pihak BMT langsung? 

5. Nasabah harus telat berapa lama dalam melunasi angsurannya agar pihak 

BMT mengambil tindakan dan menganggapnya menjadi penyelesaian 

sengketa piutang murâbahah? 

6. Bagaimana cara pihak BMT menyelesaikan sengketa piutang murâbahah 

dengan nasabah? 

7. Di dalam penyelesaiannya, kendala apa saja yang dialami pihak BMT 

dalam menyelesaikan sengketa piutang murâbahah? 

8. Adakah sengketa piutang murâbahah yang sampai sekarang belum selesai 

atau tidak terselesaikan? 

9. Pernahkah pihak BMT menggunakan jasa lain di luar BMT untuk 

menyelesaikan sengketa piutang murâbahah? Jika pernah, apakah jasa 

tersebut peradilan atau non peradilan? 

10. Di dalam penanganan-nya apakah pihak BMT menggunakan staff BMT 

sendiri atau menggunakan debt collector? 



11. Apakah ada pinalty / sanksi / denda yang diberikan kepada nasabah karena 

telat membayar tagihannya? Dalam bentuk apa sanksi tersebut? 

12. Jika terjadi sengeketa piutang murâbahah pada nasabah tertentu, apakah 

nasabah tersebut masih boleh mengajukan pembiayaan? 

13. Di dalam penyelesaian sengketa piutang murâbahah, sumber hukum apa 

yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut? 

14. Jika menggunakan sumber hukum, apakah menurut pihak BMT, BMT 

sudah sesuai dengan sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan 

sengketa piutang murâbahah? 

15. Apakah objek yang menjadi pembiayaan murâbahah di jual untuk 

melunasi utang nasabah? Jika iya apakah objek tersebut di jual kepana 

BMT atau lewat BMT? Dan apakah harga jual nya disepakati kedua belah 

pihak? 

16. Setelah objek tersebut dijual, apakah hasil penjualan tersebut untuk 

melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah? 

17. Jika hasil penjualan objek tersebut ternyata lebih kecil, apakah sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah, dan bagaimana proses penyelesaian 

setelahnya? 

18. Apakah BMT pernah menganggap selesai kasus sengketa piutang 

murâbahah padahal nasabah masih mempunyai sisa utang kepada BMT? 

Jika pernah, bagaimana solusinya untuk menutupi kas yang minus 

tersebut? 



19. Apakah yang pihak BMT ketahui tentang “Fatwa NO 27/DSN-

MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah 

Tidak Mampu membayar”? 

20. Evaluasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir sengketa 

piutang murâbahah ini kedepannya? 

  



Lampiran 1.1 : Panduan Wawancara 2 

1. Apakah nasabah pernah mengajukan pembiayaan murâbahah? 

2. Apakah nasabah pernah telat membayar? 

3. Berapa lama nasabah telat membayar? 

4. Barang jaminan apa yang di berikan nasabah waktu itu? 

5. Bagaimana tindakan pihak KSPPS BMT Mitra Umat waktu nasabah telat 

membayar angsuran selama tiga bulan tersebut? 

6. Apakah ada kelonggaran waktu yang di berikan pihak KSPPS BMT Mitra 

Umat kepada nasabah untuk melunasi utang nasabah? 

7. Apakah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Mitra 

Umat terkait harga penjualan barang jaminan tersebut? 

8. Apakah uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang 

nasabah? 

9. Apakah uang hasil penjualan tersebut memiliki sisa, dan apakah sisanya di 

kembalikan kepada nasabah? 

10. Apakah nasabah mengajukan pembiayaan murâbahah lagi setelah terjadi 

sengketa seperti ini? 

  



Lampiran 2: Transkip Wawancara 1 

 

Nama: Nafilah Syafiqoh S.Pd 

Jabatan: HRD KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 

1. Dalam satu tahun, ada berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan 

murâbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan? 

Jawaban: 

Kalau di gabungin semua kantor cabang ada banyak sekali mas, 

ratusan. 

 

2. Bagiamana mekanisme pengajuan pembiayaan murâbahah di KSPPS 

BMT Mitra Umat Panjang Wetan? 

Jawaban: 

Pertama calon nasabah mengajukan ke kantor, setelah itu mengisi 

formulir pengajuan pembiayaan dan menunggu waktu untuk di 

survei, di survei nya nanti dijelaskan bagaimana akadnya, setelah 

semuanya di setujui, nasabah tinggal menunggu pencairan. 

 

3. Dimana saja domisili nasabah yang mengajukan pembiayaan murâbahah? 

Jawaban: 

Kalau di kantor pusat kebanyakan dari daerah sini sendiri, tapi 

kalau di kantor panjang itu ada yang dari Keraton juga. 

 



4. Dalam satu tahun, rata – rata ada berapa sengketa piutang murâbahah 

yang sampai ditangani oleh pihak BMT langsung? 

Jawaban: 

Biasanya, karena KSPPS Sudah berjalan sepuluh tahun lebih dan 

juga termasuk salah satu Koperasi yang cukup besar di 

Pekalongan, kasus seperti ini terjadi sekitar lima sampai sepuluh 

kasus, itupun yang sudah mengarah ke sengketa. 

 

5. Nasabah harus telat berapa lama dalam melunasi angsurannya agar pihak 

BMT mengambil tindakan dan menganggapnya menjadi penyelesaian 

sengketa piutang murâbahah? 

Jawaban: 

Kalau nasabah sudah menunggak tiga bulan dari tanggal jatuh 

tempo maka kami akan mengambil tindakan dengan mendatangi 

rumah nasabah, ya di situ kami rundingkan lagi secara 

kekeluargan, biasanya kami beri keringanan satu bulan lagi kalau 

tetap tidak bisa bayar ya... terpaksa harus kami tindak lanjuti 

dengan menjual barang jaminan. 

 

6. Bagaimana cara pihak BMT menyelesaikan sengketa piutang murâbahah 

dengan nasabah? 

Jawaban: 



Yang pertama kami datangi nasabah kerumahnya,disitu kami 

menyelesaikan nya dengan sistem kekeluargaan kan, karena 

memang sifat kami dalam menyelesaiakan permasalahan seperti 

itu, kalau setelah di beri keringanan sebulan nasabah bisa melunasi 

utangnya ya selesai, tapi kalau belum bisa ya kami harus terpaksa 

menjual barang jaminan nasabah. 

 

7. Di dalam penyelesaiannya, kendala apa saja yang dialami pihak BMT 

dalam menyelesaikan sengketa piutang murâbahah? 

Jawaban: 

Kendalanya sih macam – macam, kadang nasabah tidak ada 

dirumah, ada nasabah yang tetap tidak melunasi utangnya dan 

malah kabur dari rumah itu juga ada, hahaha. 

 

8. Adakah sengketa piutang murâbahah yang sampai sekarang belum selesai 

atau tidak terselesaikan? 

Jawaban: 

 Alhamdulillah, sejauh ini belum ada, 

 

9. Pernahkah pihak BMT menggunakan jasa lain di luar BMT untuk 

menyelesaikan sengketa piutang murâbahah? Jika pernah, apakah jasa 

tersebut peradilan atau non peradilan? 

Jawaban: 



 Belum  pernah. 

 

10. Di dalam penanganan-nya apakah pihak BMT menggunakan staf BMT 

sendiri atau menggunakan debt collector? 

Jawab: 

 Menggunakan staf sendiri. 

 

11. Apakah ada pinalty / sanksi / denda yang diberikan kepada nasabah karena 

telat membayar tagihannya? Dalam bentuk apa sanksi tersebut? 

Jawab: 

 Tidak ada. 

 

12. Jika terjadi sengeketa piutang murâbahah pada nasabah tertentu, apakah 

nasabah tersebut masih boleh mengajukan pembiayaan? 

Jawab: 

Demi kenyamanan bersama nasabah tersebut kami black list. Tapi 

kalau misal masih mau mengajukan simpanan ya boleh – boleh 

saja sih. 

 

13. Di dalam penyelesaian sengketa piutang murâbahah, sumber hukum apa 

yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut? 

Jawaban: 



Sumber nya seuai kontrak yang tertera di awal saja, itu kan sudah 

di setujui ya tentunya harus di jalankan dong. Lah kalau sumber 

hukum tentunya itu sudah di buat S.O.P nya dulu banget ya. Pihak 

KSPPS sendiri menggunakan fatwa DSN-MUI dan prinsip 

koperasi. 

 

14. Jika menggunakan sumber hukum, apakah menurut pihak BMT, BMT 

sudah sesuai dengan sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan 

sengketa piutang murâbahah? 

Jawaban: 

Yah gimana ya mas, kami „kan hanya mengikuti standar 

operasional yang di buat dari dulu, yah walaupun ada perubahan 

dalam R.A.T sih. Tapi kalau menurut saya sejauh ini sudah sesuai. 

 

15. Apakah objek yang menjadi pembiayaan murâbahah di jual untuk 

melunasi utang nasabah? Jika iya apakah objek tersebut di jual kepada 

BMT atau lewat BMT? Dan apakah harga jual nya disepakati kedua belah 

pihak? 

Jawaban: 

dijual lewat BMT, tapi untuk harganya karena belum tau laku 

berapa ya belum ada kesepakatan. 

 



16. Setelah objek tersebut dijual, apakah hasil penjualan tersebut untuk 

melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah? 

Jawaban: 

  Iya. 

17. Jika hasil penjualan objek tersebut ternyata lebih kecil, apakah sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah, dan bagaimana proses penyelesaian 

setelahnya? 

Jawaban: 

Tetap menjadi utang nasabah dan sisanya nanti tetap kami tagih 

terus sampai lunas. 

 

18. Apakah BMT pernah menganggap selesai kasus sengketa piutang 

murâbahah padahal nasabah masih mempunyai sisa utang kepada BMT? 

Jika pernah, bagaimana solusinya untuk menutupi kas yang minus 

tersebut? 

Jawaban: 

 Belum pernah, 

 

19. Apakah yang pihak BMT ketahui tentang “Fatwa NO 27/DSN-

MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murâbahah bagi Nasabah 

Tidak Mampu membayar”? 

Jawaban: 



Fatwa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa piutang 

Murâbahah. 

 

20. Evaluasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir sengketa 

piutang murabâhah ini kedepannya? 

Jawaban: 

Untuk Evaluasi kita lakukan setiap hari secara keseluruhan, ada 

juga rapat bulanan dan rapat tahunan. 

 

 

  



Lampiran 2.1 : Transkip Wawancara 2 

 

Nama: Mahmudah S.Pd 

Jabatan: Pimpinan Cabang Panjang Wetan KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 

1. Dalam satu tahun, ada berapa nasabah yang mengajukan pembiayaan 

murãbahah di KSPPS BMT Mitra Umat Panjang Wetan? 

Jawaban: 

Kalau di kantor cabang panjang wetan sendiri, skala 50 sampai 

100. 

 

2. Bagiamana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS 

BMT Mitra Umat Panjang Wetan? 

Nasabah mengajukan ke kantor, setelah itu mengisi formulir 

pengajuan pembiayaan dan menunggu waktu untuk di survei, di 

survei nya nanti dijelaskan bagaimana akadnya, nanti nasabah 

menjelaskan keperluan nasabah untuk membeli apa, atau modal 

usaha apa, setelah semua jaminan di sepakati nanti tinggal 

menunggu pencairan. 

 

3. Dimana saja domisili nasabah yang mengajukan pembiayaan murâbahah? 

Jawaban: 

Kalau di cabang sini kebanyakan di daerah Panjang sendiri, dari 

panjang wetan, kandang panjang, panjang indah, panjang baru. 



4. Dalam satu tahun, rata – rata ada berapa sengketa piutang murâbahah 

yang sampai ditangani oleh pihak BMT langsung? 

Jawaban: 

 Lima sampai sepuluh kasus; 

 

5. Nasabah harus telat berapa lama dalam melunasi angsurannya agar pihak 

BMT mengambil tindakan dan menganggapnya menjadi penyelesaian 

sengketa piutang murâbahah? 

Jawaban: 

 Tiga bulan dari tanggal jatuh tempo 

  

6. Bagaimana cara pihak BMT menyelesaikan sengketa piutang murâbahah 

dengan nasabah? 

Dengan sistem kekeluargaan. 

 

7. Di dalam penyelesaiannya, kendala apa saja yang dialami pihak BMT 

dalam menyelesaikan sengketa piutang murãbahah? 

Jawaban: 

Kadang nasabah belum bisa membayar, kadang nasabah tidak ada 

dirumah. 

 

8. Adakah sengketa piutang murâbahah yang sampai sekarang belum selesai 

atau tidak terselesaikan? 



Jawaban: 

 Belum ada. 

 

9. Pernahkah pihak BMT menggunakan jasa lain di luar BMT untuk 

menyelesaikan sengketa piutang murãbahah? Jika pernah, apakah jasa 

tersebut peradilan atau non peradilan? 

Jawaban: 

 Tidak. 

 

10. Di dalam penanganan-nya apakah pihak BMT menggunakan staf BMT 

sendiri atau menggunakan debt collector? 

Jawaban: 

 Menggunakan Staf 

 

11. Apakah ada pinalty / sanksi / denda yang diberikan kepada nasabah karena 

telat membayar tagihannya? Dalam bentuk apa sanksi tersebut? 

Jawaban: 

Kalau hanya telat tidak ada, tapi kalau sampai terjadi sengketa 

paling nanti di blacklist kalau mau mengajukan pembiayaan lagi. 

 

12. Jika terjadi sengeketa piutang murãbahah pada nasabah tertentu, apakah 

nasabah tersebut masih boleh mengajukan pembiayaan? 

Jawaban: 



 Tidak 

13. Di dalam penyelesaian sengketa piutang murâbahah, sumber hukum apa 

yang menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa tersebut? 

Jawaban: 

Saya kurang tau kalau sumber hukumnya apa, karena saya bukan 

anak hukum ya, hehehe. Tapi tentunya operasional tersebut sudah 

di bentuk dari dulu, sesuai syariah dan terhindar dari riba. 

 

14. Jika menggunakan sumber hukum, apakah menurut pihak BMT, BMT 

sudah sesuai dengan sumber hukum tersebut dalam menyelesaikan 

sengketa piutang murâbahah? 

Jawaban: 

Karena saya kurang faham sumber hukum yang tepat itu apa, tapi 

kalau meninjau dari prinsip koperasi yang artinya menyelesaiakan 

hal – hal seperti itu, seperti sengketa murâbahah. Tentunya saya 

fikir sudah tepat karena kami menggunakan sistem kekeluargaan 

ya.  

 

15. Apakah objek yang menjadi pembiayaan murâbahah di jual untuk 

melunasi utang nasabah? Jika iya apakah objek tersebut di jual kepana 

BMT atau lewat BMT? Dan apakah harga jual nya disepakati kedua belah 

pihak? 

Jawaban:  



ada staf kusus yang bertugas mengurusi pengelolaan barang atau 

surat jaminan, dan biasanya di jual. 

16. Setelah objek tersebut dijual, apakah hasil penjualan tersebut untuk 

melunasi utang nasabah dan sisanya dikembalikan kepada nasabah? 

Jawaban: 

 Iya, betul. 

 

17. Jika hasil penjualan objek tersebut ternyata lebih kecil, apakah sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah, dan bagaimana proses penyelesaian 

setelahnya? 

Jawaban: 

 Ditagih lagi. 

 

18. Jika Objek tersebut dijual, bagaimana cara BMT menjual barang tersebut? 

Jawaban: 

Di jual biasa, atau di lelang tapi untuk lelang sendiri jarang. Paling 

sering nya di jual. 

 

19. Apakah BMT pernah menganggap selesai kasus sengketa piutang 

murabahah padahal nasabah masih mempunyai sisa utang kepada BMT? 

Jika pernah, bagaimana solusinya untuk menutupi kas yang minus 

tersebut? 

Jawaban: 



 Setau saya ketika masuk kerja di sini sih, belum pernah. 

20. Apakah yang pihak BMT ketahui tentang “Fatwa NO 27/DSN-

MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah 

Tidak Mampu membayar”? 

Jawaban: 

Fatwa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa piutang 

Murâbahah. 

 

21. Evaluasi apa yang dilakukan pihak BMT untuk meminimalisir sengketa 

piutang murâbahah ini kedepannya? 

Jawaban: 

Kalau saya sebagai tim bagian pembiayaan, yang terpenting itu 

mengetahui karakter nasabah, kita cari informasi tidak hanya dari 

nasabahnya, tetapi juga kadang dari tetangganya, kerja nya apa, 

orang nya gimana, nah setelah benar - benar nasabah ini di nilai 

layak, baru kami berani menyetujui pembiayaan nasabah tersebut. 

Dan hal itu harus dilakukan dengan serius biar tidak terjadi 

sengketa seperti itu. 

  



Lampiran 2.3: Transkip Wawancara 3 

 

Nama  : Sri Mulyani (Nasabah KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan) 

Alamat  : Jl. WR. Supratman Gg. 6 No. 24 Panjang Wetan Pekalongan. 

 

1. Apakah nasabah pernah mengajukan pembiayaan murâbahah? 

Jawaban: 

  Iya pernah. 

2. Apakah nasabah pernah telat membayar? 

Jawaban: 

Saya dua kali pembiayaan yang pertama lancar, kebetulan yang 

keduanya waktu itu tahun 2019 saya tidak bisa lanjut angsur di 

angsuran ke lima. 

3. Berapa lama nasabah telat membayar? 

Jawaban: 

  Tiga bulan.. 

4. Barang jaminan apa yang di berikan nasabah waktu itu? 

Jawaban: 

  Sepeda motor Vega ZR 



5. Bagaimana tindakan pihak KSPPS BMT Mitra Umat waktu nasabah telat 

membayar angsuran selama tiga bulan tersebut? 

Jawaban: 

Ibu Mahmudah yang megang (maksudnya pimpinan) kantor depan 

(Maksudnya Kantor cabang panjang wetan) datang kerumah, dia 

bilang enaknya gimana sambil ngasih jatuh tempo lagi selama satu 

bulan kalau tetap utangnya gak lunas motor jaminan nya nanti 

dijual, yasudah karena itu motor tidak kepakai juga du jual saja 

buat lunasin utang, kebetulan kan memang niatnya mau jual itu 

motor dari dulu, eh ada yang jualin ya Alhamdulillah. 

6. Apakah ada kelonggaran waktu yang di berikan pihak KSPPS BMT Mitra 

Umat kepada nasabah untuk melunasi utang nasabah? 

Jawaban: 

ya tadi lho mas, satu bulan. 

7. Apakah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS BMT Mitra 

Umat terkait harga penjualan barang jaminan tersebut? 

Jawaban: 

Ga ada bilangnya karena harga nya belum bisa di perkirakan, 

malah perkiraan saya bakal laku lima juta ternyata cuman empat 

juta dua ratus, yaudah gapapa, lumayan masih susuk buat 

kebutuhan lainnya. 

8. Apakah uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang 

nasabah? 



Jawaban: 

  Iya. 

9. Apakah uang hasil penjualan tersebut memiliki sisa, dan apakah sisanya di 

kembalikan kepada nasabah? 

Jawaban: 

  Iya 

10. Apakah nasabah mengajukan pembiayaan murâbahah lagi setelah terjadi 

sengketa seperti ini? 

Jawaban: 

  Saya belum ngajuin pembiayaan lagi. 

 



 



 



Lampiran 5: Dokumentasi yang Relevan 

Gambar: Surat perjanjia akad jual beli murâbahah halaman 1 

 

  



Gambar: Surat perjanjia akad jual beli murâbahah halaman 2 

 
 

  



Gambar: Brosur produk di KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan 

 

 
 

 

 
 



 

 

Gambar: Lokasi kantor pusat, pengambilan dokumentasi dan wawancara 
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